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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Prosedur penangkapan dan penahanan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum harus sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak 

yang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana 

anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara konkret. Dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 

sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara 

pidana anak. 

2. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di 

Polrestabes Bandung harus dimulai pada saat dilakukan penyidikan 

terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan terhadap 

perkara anak yang dilaksanakan oleh penyidik anak atau dan penyidik 

tindak pidana orang dewasa khususnya di Polrestabes Bandung harus 

dikemas dalam suasana kekeluargaan. Di sisi lain dalam melakukan 

penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari 

pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, 

psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya 

yang ada di Kota Bandung. Penanganan perkara anak oleh Penyidik 

Polrestabes Bandung dalam hal memberikan perlindungan kepada anak 

pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara anak dari 
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proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, serta 

mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara di luar hukum 

yang berlaku.  

B. Saran 

1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana 

dalam memberikan perlindungan hukum sehingga hak-hak anak dapat 

terpenuhi. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai 

perlindungan hukum bagi anak yanga berkonflik dengan hukum. Perlu 

adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan 

kelanjutan tindakan penuntutan. Mengembangkan alternatif pemidanaan 

untuk kejahatan yang sering terjadi terutama dalam proses peneguran dan 

aturan pembuktian serta alternatif penyelesaian perkara pidana anak. 

Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak 

pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak 

pidana tersebut. 

2. Diharapkan alat penegak hukum, dalam hal ini Polrestabes Bandung, dapat 

mematuhi seluruh peraturan pelaksana yang telah diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak sebagai ketentuan pelaksana atas penanganan tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak. Bahwa selain penegasan terhadap peraturan 

penunjang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, diharapkan bahwa sebaiknya juga diadakan 

pelatihan bersama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak pada khususnya, hal tersebut dilakukan agar tercapai kesamaan 

persepsi diantara masing-masing pihak mengenai makna, cara 

pelaksanaan, serta peran setiap pihak seperti yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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